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PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.Sj
p ) (el Al sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara :
PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten

Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan
TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan wiraswasta tidak bekerja, tempat kediaman di
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah

mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
sebagaimana tercatat dari Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor
275/39/V11/2008 tertanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada
tanggal 13 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai
mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan
keduanya bertempat tinggal semula di rumah orangtua Termohon di
Jalan Petta Ponggawae selama 7 (tujuh) tahun lebih;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK | PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 14
Mei 2009;

b. ANAK 1I PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun
2012;

Anak pertama ikut bersama Pemohon dan anak kedua ikut bersama

Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi
sejak bulan Mei 2015;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dirumah orang
tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak dengan alasan
Termohon tidak mau meninggalkan orang tua dan saudara Termohon
sehingga Pemohon dan Termohon sering cekcok;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei
2015, dimana pada waktu itu Termohon meninggalkan Pemohon
tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon pergi ke rumah saudara
Termohon di Balikpapan dengan alasan mencari pekerjaan akan
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tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke Sinjai
untuk menemui Pemohon sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar
norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan
antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Sinjai;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman
Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan
yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-
dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat
Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 275/39/V11/2008
tertanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Utara tanggal 13 November 2015, Kabupaten Sinjali,
bukti P;

B. Saksi
1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan Karyawan toko elektronik, tempat kediaman di

Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut :

— Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi

sepupu dua kali Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama

membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 7
(tujuh) tahun;
— Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;
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— Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

— Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
rukun dan harmonis karena Pemohon mengajak Termohon agar
tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun
Termohon menolak sehingga timbul cekcok antara Pemohon
dengan Termohon,;

— Bahwa sejak akhir bulan Mei 2015 Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal, dan tidak lagi menjalin komunikasi hingga
sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke
rumah saudara Termohon di Balikpapan tanpa sepengetahuan
Pemohon;

— Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan
Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 31 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir D3,
pekerjaan teknisi, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman sekolah,
sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan
Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama
membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Jalan
Amanagappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

— Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

rukun dan harmonis karena Pemohon mengajak Termohon agar
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tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun
Termohon menolak, Termohon memilih tinggal bersama
saudaranya yang ada di Balikpapan;

— Bahwa sudah 7 (tujuh) bulan lebih Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal, dan tidak lagi menjalin komunikasi hingga
sekarang;

— Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan
Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan
tetap pada Permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu
keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha menasehati
Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon
dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah
tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan
tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka
Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 404 :

A Yl ggd o alg (paluall alSa G aSla ) 23 e
Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia

termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil
Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai
dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang
bertanda “P”, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1,
Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi
Kutipan Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai hubungan hukum suami istri Pemohon dengan
Termohon terkait peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada
tanggal 25 Juli 2008 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka
2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
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keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka
42 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”, dan Saksi 1 dan Saksi
2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
hidup rukun membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon
selama 7 (tujuh) tahun, dan dari pernikahannya tersebut telah
dikaruniai 2 (duat) orang anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menolak ajakan
Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
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4. Bahwa pada bulan akhir bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon
pisah tempat tinggal, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon
tanpa sepengetahuannya dan tinggal bersama saudaranya di
Balikpapan;

5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan pihak keluarga
(saksi-saksi Pemohon) agar rumah tangganya kembali rukun dan
harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 25 Juli 2008, di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak akhir bulan Mei 2015 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan
lebih;

3. Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
karena dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Termohon tidak menginginkan tinggal
bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara
Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan
sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (Break Down
Marriage);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon pada
setiap persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dan
Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya,
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sehingga dengan demikian apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan
untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang
lebih besar dari pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Pemohon
dan Termohon tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran
yang berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan
makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak,
oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan
Termohon haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling
tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami
istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;
Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga
telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :
1. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Bagarah (227) :

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :
A3 5am Aal8) axe s gall eliarall (g ye 5 GMAYT Gl die Gadall ) dalal) 4 ¢

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan
ketika terjadi pertengkaran akhlag dan timbulnya rasa benci
antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya
kesanggupan  untuk  menegakkan  hukum  Allah” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f )
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj’i
kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin
talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum lIslam, oleh
karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan
maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i
terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di
depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan
perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Sinjai;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 Hijriah. Oleh kami

Drs. l|hsan. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar. dan

Taufigurrahman, S,HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu Drs. Alimuddin,. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar. Drs. Ihsan.

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.Hl,.
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Panitera Pengganti

Drs. Alimuddin,.

Perincian Biaya Perkara :
Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 50.000,00
Panggilan : Rp 150.000,00
Meterai :Rp 6.000,00
Redaksi :Rp 5.000,00
Jumlah Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

arLObOE
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